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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka atau literatur untuk menjawab
pertanyaan: Apa Saja Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep Sariqah dalam Fikih
Jinayah dengan pencurian dalam KUHP Pasal 364 dan PERMA Nomor 2 Tahun
20127

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi literatur yaitu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan
membaca dan mencatat pada buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang dibahas. Adapun metode analisis datamenggunakan komparatif studi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Persamaan dan perbedaan tentang
konsep sariqgah dalam hukum pidana Islam dengan hukum positif (KUHP) pasal 364
dan PERMA nomor 2 tahun 2012, yakni “persamaanya” keduanya memiliki konsep
keadilan yang proposional, yakni membuat klasifikasi dan kategori tentang
perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang berbeda-beda sesuai
klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-sama memperhitungkan
terhadap penjagaan barang. Dilihat dari kepemilikan barang maka kedua memiliki
pertimbangan yang sama, di dalam hukum pidana Islam apabila barang tersebut
merupakan barang bersama antara si pencuri dan korban atau ada hubungan kerabat
semisal anak yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman
ringan, sedang dalam hukum positif (KUHP) diatur oleh pasal tersendiri dengan
kreteria —kreteria tertentu.”Perbedaan” dalam hukum pidana Islam apabila perbuatan
memenuhi salah satu unsur diatas maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman
ta’zir karena hukuman asal pencurian adalah potong tangan dan apabila salah satu
unsur perncurian tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenaka hukuman tersebut,
sedang dalam KUHP terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal,
maka unsur-unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. (a) perbedaan mengenai
penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukup pidana islam penentuan
barang yang dicuri adalah senilai %4 dinar sedangkan KUHP senilai Rp. 250 dan
Perma senilai Rp.2.500.000.(b) hukum pidana islam memberikan konpensasi atas
barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan dalam hukum
positif (KUHP) dan PERMA tidak,. (c¢) dalam hukum pidana Islam unsur-unsur
sebab dilakukannya suatu kejahatan menjadi salah satu pertimbangan terhadap
hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku. Apabila perbuatan pencurian
tersebut dilakukan karena keterpaksaan, maka hukuman pun menjadi diperingan.
Sedangkan KUHP dan PERMA tidak menjadi salah satu rumusan unsur-unsur
dalam norma hukumnya.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai makhluk sosial, dalam
kehidupan sehari-hari ia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada
kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah
hidup bermasyarakat, dalam menjalani hidup bermasyarakat, seseorang dengan
secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan
kepentingan mereka masing-masing, karena dalam kehidupan ini, kepentingan
antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak mesti sama, maka
kemungkinan besar akan terjadi konflik yang menyebabkan berkurangnya
keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat, bahkan tidak jarang terjadi
perselisihan yang sangat sengit, yang bisa berakibat saling bunuh satu sama lain.
Dengan adanya konflik sosial semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan
yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi
merugikan korban atau masyarakat luas.

Untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka
mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan
yang disepakati bersama, aturan-aturan ini harus dipatuhi dan di junjung tinggi,

dan inilah sebenarnya yang disebut sebagai hukum. Agar hukum tersebut dapat



berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus
sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat dimana
hukum itu berlaku.'

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia,
ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu
terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan
masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau
pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun
norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan
hukum yang ada, akan dikenakan sangsi yang berupa hukuman sebagai reaksi
terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.’

Tindak pidana kejahatan, di samping sebagai masalah kemanusiaan, juga
merupakan masalah sosial karena banyak usaha penanggulanganya; salah satunya
adalah memakai hukum. Peraturan-peraturan tentang hukum pidana yang berlaku
di indonesia, pada dasarnya bukan ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberlakukan di Indonesia sejak
januari 1918 adalah merupakan asas konkordansi dari hukum pidana nasional
negeri Belanda. Dan sejak adanya undang-undang nomor 73 tahun 1958, yang

menentukan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan

"C. S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1995),
hlm. 45

> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-I,
2002, him. 2.



hukum pidana bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi
dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam buku induk,
buku induk itu pada akhirnya dikenal dengan KUHP.?

Secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, bahwa hukum bertugas
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan mencegah agar setiap
orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.*

Di dalam agama Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan
kesejahteraan umat sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan di
dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam melindungi hak milik kaum muslim
tidak terkecuali harta benda, aturan-aturan yang berkenaan dengan publik dalam
Islam dikenal dengan istilah jinayat (Hukum Pidana Islam) yang di dalamnya
termuat secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta hukumanya.

Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah swt demi kemaslahatan
seluruh manusia adalah larangan pencurian, yang berupa sanksi tegas dengan
hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Allah Azza wa Jalla menegaskan

dalam Al-Qur’an:
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3 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. hlm. V
* Kansil, op.cit., hlm 44



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka
barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan
kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima
taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS.5
_Al-Maidah: 38-39)

Dalam menerapkan hukuman bagi para pencuri, Islam memandang para
pelaku sebagai terpidana. Siapa saja yang terbukti melakukan pencurian, maka
tangannya harus dipotong tanpa mempedulikan derajat pencuri tersebut. Berikut
ini kami kemukakan sebuah kasus pencurian di zaman Rasulullah saw. yang dapat

dijadikan teladan bagi kita semua :
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Artinya : “Dari Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh urusan
seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata: Siapa yang mau
berbicara dengan Rasulullah Saw untuk memintakan keringanan baginya?,
Mereka berkata, siapa lagi yang berani melakukannya selain dari Usamah bin
Zaid, kesayangan Rasulullah? Maka Usamah berbicara dengan beliau, lalu beliau
bersabda, Adakah engkau memintakan syata’at dalam salah satu hukum-hukum
Allah?kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato, seraya bersabda:
“Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian karena jika orang
yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan
sekiranya yang mencuri itu orang lemah di antara mereka, maka mereka



menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti
Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. (HR. Al-Bukhari).”

Dalam menerapkan hukuman mencuri, Islam telah mengatur terlaksananya
hukuman tersebut. Beberapa syarat berikut ini sebagai ganti cara hati-hati dan
adil; Barang yang dicuri adalah berharga. Sedangkan kadar barang yang dicuri
tersebut, pada zaman Nabi diperkirakan seperempat dinar atau lebih. ‘Abdullah

Ibnu Umar r.a. berkata:

]
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yang mencuri tameng/perisai, yang nilainya sebesar tiga dirham (HR. Al-
Bukhari).°

Apabila para ahli fikih berbicara tentang masalah pencurian, maka yang
dimaksud ialah pencurian kecil-kecilan, yang pada hakekatnya barang yang
diambil tersebut, dicuri secara diam-diam tanpa melalui kekerasan.

Beberapa waktu lalu, rasa keadilan masyarakat Indonesia tergelitik dengan
adanya kasus-kasus yang dianggap kurang memihak masyarakat miskin, semisal
kasus yang dialami oleh Khalil, Ia mencuri sebuah semangka Terancam di Penjara
5 tahun,’” kemudian kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao warga Desa

Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah di lahan milik

> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim, terjemahan Arif Rahman
Hakim (Solo: Insan Kamil, 2010) hlm. 477

S Ibid, hlm. 476
"http:/news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-
pencurian-ringan-tak-ditahan, di akses tanggal 16/04/2012


http://news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-pencurian-ringan-tak-ditahan
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PT Rumpun Sari Antara yang bergerak di bidang perkebunan kakao. Nenek
Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan percobaan 3 bulan. Berita ini mendapat
sorotan maupun kritikan dari masyarakat luas melalui pemberitaan media cetak
maupun Televisi, yang membuat mereka jadi terkenal di seluruh
Indonesia. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pencurian biasa, dengan
melanggar Pasal 362 KUHP dan mendapatkan ancaman hukuman 5 tahun
penjara.8

Dari peristiwa ini kemudian Mahkamah Agung merespon dengan
mengeluarkan aturan baru tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan
jumlah denda dalam KUHP yang tertuang dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2012.
dengan munculnya PERMA ini, bukan berarti pencurian ringan tidak dihukum,
hanya proses sidangnya dipercepat.’ “Tidak berarti pencurian dibawah 2,5 Juta ke
bawah kemudian bebas. Tidak ! Tetapi diproses, tetapi tidak boleh ditahan’jelas
Ketua MA Harifin Tunpa, Rabu (29/02/2012)

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan
Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan terdakwa kasus pencurian ringan
dengan nilai di bawah Rp2,5 juta tidak perlu ditahan. "/ni terobosan yang bagus.
Kami mendukung,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta,

Jumat (02/02/2012).Dengan kebijakan itu, kata Said Aqil, maka diharapkan

¥ http:/news.detik.com/read/2012/02/29/052943/1854087/10/ky-dukung-pencurian-ringan-kurang-
dari-rp-25-juta-tidak-ditahan, di akses tanggal 16/04/2012

? http://news.detik.com/read/2012/03/01/105935/1855209/10/ini-dia-cara-penanganan-perkara-
pencurian-ringan-tak-ditahan, di akses tanggal 16/04/2012
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kasus-kasus pencurian ringan, terutama yang dilakukan karena keterpaksaan,
tidak sampai masuk pengadilan. "Kami terus terang terusik dengan kasus-kasus
kecil yang dibawa ke pengadilan, seperti kasus nenek yang mencuri kakao, dan
kasus anak yang mencuri sandal,” Said Aqil menjelaskan, bukan berarti PBNU
membenarkan tindakan pencurian, namun berharap ada proporsionalitas di dalam
penanganannya. "Mencuri itu tetap perbuatan salah. Tapi penanganannya tentu
harus proporsional,” menangani orang yang mencuri karena terpaksa tentu harus
berbeda dengan orang yang memang pekerjaannya mencuri. "Di sinilah
pentingnya bertindak adil, bukan sekedar melihat teks hukum," katanya. Namun
demikian, lanjut Said Aqil, pihaknya tidak mempermasalahkan, jika aparat
penegak hukum menahan pelaku pencurian ringan sekedar untuk menimbulkan
efek jera. "Kalau polisi menahan satu sampai tiga hari agar pelaku jera, terutama
pelaku yang memang tidak berprofesi pencuri, tidak jadi masalah.""’

Hukum tidak hanya berbicara mengenai apa itu “Kepastian” namun juga
mengakomodir “Keadilan” dan “Kemanfaatan” yang diatur dalam sebuah norma.
Penerapan hukum dalam menjaga kestabilan masyarakat tentu tidak akan bisa
terlepas dari tujuan hukum sebagaimana diutarakan oleh pikiran Gustav

Radbruch.

' http://www.antaranews.com/berita/299595/pbnu-dukung-kebijakan-ma-soal-pencurian-ringan,  di
akses tanggal 16/04/2012
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Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang menjadi
sebuah Benteng terakhir Keadilan menyuntikkkan sebuah serum bernama
PERMA Untuk mencoba mengobati rasa sakit masyarakat yang sudah akut dalam
melaksanakan sebuah norma Hukum positif. Sebuah langkah yang Progresif
dalam dunia hukum yang posifistik di negeri yang sudah sekarat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil
yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat.
Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara
tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur
dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang
dicurinya.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di
dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling
lama 5 (lima) tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam
kategori tindak pidana ringan (/ichte misdrijven) yang mana seharusnya lebih
tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3
(tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh
rupiah). Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut
maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para
tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan

(Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara



Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana
diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-
Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak
dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Dari beberapa penjelasan diatas kami terdorong untuk membahas lebih jauh
tentang tindak pidana pencurian ringan menurut hukum positif di Indonesia
dengan mengkomparasikan menurut fikih jinayah dengan judul ”Studi Komparasi
Antara Konsep Sariqgah dalam Fikih Jinayah Dengan Pasal 364 KUHP dan
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan”

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis sampaikan, tampak ada perubahan dalam
tatanan hukum di Indonesia dalam hal tindak pidana pencurian ringan dengan
dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 yang mendapat banyak respon positif
dari masyarkat, untuk menanggapi hal tersebut penulis ingin mengkomparasikan
dengan konsep sariqgah dalam fikih jinayah.

Mengingat tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP sangat luas
dan bermacam-macam bentuknya, begitu pula konsep sariqah dalam fikih jinayah,
untuk itu kami membatasi penelitian ini dengan membahas tindak pidana
pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 dengan

cara mengkomparasikan dengan konsep sariqah dalam fikih jinayah.
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C. Rumusan Masalah
Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan
dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana Sanksi Pidana Pencurian Menurut Konsep Sariqgah Dalam Fikih
Jinayah ?
2. Bagaimana Sanksi Pidana Pencurian ringan Menurut Pasal 364 KUHP dan
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ?
3. Apa Saja Persamaan dan Perbedaan Antara Konsep Sariqah dalam Fikih
Jinayah dengan KUHP Pasal 364 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ?
D. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah
dilakukun oleh penelitian sebelumnya, schingga tidak ada pengulangan ''.
Berkaitan dengan tema tindak pidana pencurian pernah dibahas oleh Mahasiswa
Fakultas Syariah yang bernama Rifdatul Ummah dengan judul “Tindak Pidana
Pencurian Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2003 silam,
seiring perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia kami ingin
mengkomparasikan secara spesifik tentang pencurian ringan yang diatur oleh
PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Menurut Hukum Pidana Islam.

E.Tujuan Penelitian

""" Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.135.
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Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-
pertanyaan di atas tadi adalah:
1. Ingin mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana pencurian ringan menurut
konsep sariqah dalam fikih jinayah.
2. Ingin mengetahui secara jelas tentang sanksi pidana pencurian ringan menurut
Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012
3. Ingin mengetahui secara jelas tentang persamaan dan perbedaan antara konsep
konsep sarigah dalam fikih jinayah dengan pencurian dalam Pasal 364 KUHP
dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang sanksi pidana pencurian ringan
F. Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:
1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang
sanksi pidana pencurian ringan menurut konsep sariqah dalam fikih jinayah
dan Pasal 364 KUHP dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.
2. Aspek terapan praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
menerapkan sanksi pidana pencurian ringan, terutama bagi masyarakat Islam
G. Definisi Operasional
Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan

dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.
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. Konsep Sarigah : Penentuan tentang syarat-syarat sebuah perbuatan

dianggap sebagai tindak pidana pencurian beserta sanksi/ hukumannya dalam
islam

Fikih Jinayah : Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan yang
dilarang (jarimah) dan hukumannya diambil dari dalil-dalil yng terperinci

yang berdasyarkan alqur-an, hadist, dan pendapat Ulama’

. KUHP : Hukum tertulis yang digunakan sebagai sumber pokok hukum

pidana yang berlaku di Indonesia

PERMA nomor 2 tahu 2012 : Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung
dengan kewenangannya untuk menjelaskan KUHP dalam Konteks kekinian,
dalam hal ini penyesuaian nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana

ringan

. Pencurian Ringan : pencurian ringan yang dimaksud adalah pencurian yang

dijatuhi hukuman lebih ringan dari pencurian biasa dikarenakan tidak

memenuhi syarat-syarat pencurian biasa.

H. Metode Penelitian

l.

Data Yang Dikumpulkan

Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka
penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (/ibrary research).
Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian ini, data-

data penelitian yang perlu digali adalah:
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a. Ketentuan tentang Sariqah dalam Fikih Jinayah.
b. Ketentuan tentang tindak pidana Pencurian Ringan dalam KUHP Dan
PERMA.
c. Data lain yang ada hubungannya atau menunjang terhadap permasalahan
ini.
2. Sumber Data
Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan
akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas
data. Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan PERMA No 2 Tahun 2012, dan kitab fikih jinayah.
b. Sumber Data Sekunder
Buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, antara lain:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karya Moeljatno
2) Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik karya
R. Soesilo.
3) Bidayatul Mujtahid karya Abdul Kadir Muhammad.
4) Hukum Pidana Syariah Islam menurut ajaran ahlusssunnah Karya
Haliman

S) Figh Sunnah karya Sayyid Sabiq.
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6) Asas-Asas Hukum Pidana karya Andi Hamzah.
7) Fikih Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam) karya
Djazuli.
8) Tindak Pidana Tertentu di Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro
9) Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah karya Ibnu
Taimiyah
10) Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab karya Muhammad Abdul Aziz
Al Halawi
11) Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya Kansil
12) Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
karya Lamintang
13) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan
skripsi ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
Karena kategori penelitian ini adalah literatur, maka teknik
pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini,
teknik yang digunakan adalah record. Record (dokumentasi) adalah
menghimpun data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen
yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data

penelitian.'?

"2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 161
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5. Teknik Pengolahan Data
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi literatur yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan
data dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang ada kaitannya
dengan permasalahan di atas, kemudian di pilah-pilah berdasarkan hukum
positif dan fikih jinayah dan dibandingkan antara keduanya
6. Teknik Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut :

a. Deskripsi, yaitu teknik menguraikan, menggabarkan dan menafsirkan data
yang diperoleh secara tepat tentang pencurian ringan menurut konsep
sariqah dan KUHP pasal 364 Dan PERMA No 2 tahun 2012, dalam
kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Komparatif, yaitu membandingkan sekaligus menemukan persamaan dan
perbedaan yang dilakukan secara kritis dari data yang diperoleh. Tehnik ini
berupaya membandingkan antara hukum positif dan hukum islam tentang
pencurian ringan menurut konsep sariqgah dan KUHP pasal 364 Dan
PERMA No 2 tahun 2012 sehingga menemukan persamaan dan
perbedaannya, dan juga menemukan kelemahan dan kelebihan dari sanksi
hukum tersebut

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:
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Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan
gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi
latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab II, bab ini membahas tentang konsep sariqah dalam fikih jinayah,
yang terdiri dari; Pengertian sariqah, nilai barang yang dicuri, dan sanksi
pidananya.

Bab III, bab ini membahas pidana pencurian ringan menurut KUHP pasal
364 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012.yang terdiri dari; pengertian encurian
ringan, nilai barang yang dicuri, dan sanksi pidannya.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis tentang persamaan dan
perbedaan antara konsep sarigah dalam fikih jinayah dengan KUHP pasal 364
Dan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang sanksi pencurian ringan.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian

jawaban permasalah dari penelitian.
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BABII
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KONSEP

SARIQAH DALAM FIKIH JINAYAH

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Fikih Jinayah

Pencurian /sariqah apabila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi
dua: pencurian/sariqah yang diancam hukuman had dan pencurian/sarigah yang
diancam dengan hukuman ta’zir.

Pencurian /sariqah yang dihukuman had dibagi menjadi dua: Sariqah
Sugra ( pencuri kecil/biasa) dan sariqah kubra ( pencuri besar/ pembegalan) yang
sering dikenal dengan istilah hirabah.

Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil secara terminologis
adalah: Menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil adalah mengambil harta
orang lain secara sembunyi-sembunyi sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu,
pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis
menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq yaitu,pencurian besar adalah
mengambil harta orang lain dengan kekerasan dan ini disebut juga dengan

merampok atau begal.'

! Sayyid Sabiq, figih Sunnah 9, (Bandung: al- ma’arif, 1987 ). 247.



Syarat-syarat Pencuri Menurut al Sayid Sabiq, bahwa syarat- syarat
pencuri yang divonis dengan sanksi potong tangan adalah sebagai berikut:
1. Taklif (cakap hukum)

Yaitu, pencuri tersebut sudah balig dan berakal maka tidak divonis
potong tangan pencuri gila, anak kecil, karena keduanya tidak mukalaf, tapi
anak kecil yang mencuri dapat sanksi yang bersifat mendidik (7a’zir). Dan
Islam tidak menjadi syarat bagi pencuri karena apabila kafir dzimi atau
orang murtad mencuri, maka divonis potong tangan begitu sebaliknya.

2. Kehendak sendiri atau Ikhtiar

Yaitu, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri
Seandainya ia terpaksa untuk mencuri, maka tidak dianggap sebagai
pencuri, karena paksaan meniadakan ikhtiar tidak adanya ikhtiar
menggugurkan taklif.

3. Sesuatu yang dicuri itu bukan barang syubhat

Yaitu sesuatu yang dicuri itu bukan barang Syubhat, jika barang
tersebut syubhat, maka pencuri itu tidak divonis potong tangan, oleh karena
itu orang tua (Bapak-Ibu) yang mencuri harta anaknya, tidak divonis potong
tangan, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: kamu dan hartamu

milik Bapakmu.”

2 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993)). 1



Dalam fikih jinayah hukuman potong tangan terhadap pencuri hanya
dijatuhi apabila atau dilakukan apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur
atau rukun tertentu. Unsur- unsur pencurian di bagi menjadi empat macam,
yaitu sebagai berikut:*

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi Pengambilan secara diam-
diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya barang
tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang
milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik)
sedang tidur

2. Barang yang diambil berupa harta Salah satu unsur yang penting untuk
dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu
harus barang yang bernilai mal (harta) ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat
tersebut adalah:

a. Barang yang dicuri harus Mal Muttagawin, Yaitu barang yang
dianggap bernilai menurut syara'. Menurut imam Syafi'i, Maliki' dan
Hambali bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda
yang dimuliakan syara’ yaitu bukan benda yang di haramkan oleh
syara’ seperti khamr babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, kareana

benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada

3 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 20.



harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak
dikenakan sanksi potong tangan.hal ini diungkapkan oleh Abdul Qodir
Audah bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing
terdidik (Ahalder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya
mahal karena haram menjual belinya.*

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakan
hukuman Aad bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus
barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai
benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu
tempat ke tempat yang lainnya.

c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan. Jumhur fuqaha
berpendapat bahwa salah suatu syarat untuk dikenakannya hukuman
had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan
ditempat simpanannya. Sedangkan zahiriyyah dan muhaditsin tetap
memberlakukan hukuman Aad walaupun pencurian bukan dari tempat
simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nishab yang dicuri.

d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian. Tindak pidana pencurian
baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri
mencapai nishab pencurian. Nishab harta pencurian yang dapat

mengakibatkan hukuman had ialah % Dinar (kurang lebih seharga

* Abdul Qodir Audah, a/-T: asyri’ al-Jina’y al-islami, (Beirut: Dar Al-Kitab al- Arabi,tt), 67



emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nishab
tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi
pada suatu tempat.’
3. Harta tersebut milik orang lain
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat
dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang
orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang
tersebut ada pemiliknya dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan
orang lain dengan demikian apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya
seperti benda-benda yang ubah maka pengambilannya tidak dianggap
sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam Demikian pula
halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat subhat
(ketidak jelasan). Dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya
dikenai hukuman ta’zir contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh
orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus ini, orang tua dianggap
memiliki bagian harta anaknya , sehingga terhadap syubhat dalam hak
milik.°
Dengan demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman
had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama sama dengan orang yang

menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat pendapat ini

> Umar Shihab, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), 77-78
6 .
1bid 123



dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah akan
tetapi menurut Imam Malik dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri
tetap dikenai hukuman hadd apabila pengambilannya itu mencapai nisab
pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.

yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya. Ahmad dan golongan
Syi,ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama karena
dalam hal ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal inin juga dianggap
syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik pencuri tetap dikenai hukuman Aad.

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) unsur yang keempat dari
pencurian yang harus dikenai hukuman Aadd adalah adanya niat melawan hukum.
Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia
tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karena haramnya untuk diambil.
Dengan demikian dan karenanya dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan
hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila
pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa(darurat) atau dipaksa orang lain hal
ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqorah ayat 173;

tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia
tidak menginginkanya dan tidak (pula)melampaui batas maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. (qs.al-

Bagaroh, 173).

7 Abdul Qodir Awdah, A/-Tasyri’ Al-Jina’y Al-Islami, (Beirut: Muassasash al Risalah,tt) Juz I, 79



B. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian
Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi
segala unsur dan syarat-syarat maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman
yaitu:
1. Pengganti kerugian (Dhaman)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan
penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama- sama. Alasan mereka
adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak
Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbangan dari
hak manusia.®

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian
kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan
hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan
dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan hukuman untuk pengganti
kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan
penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.
Alasan bahwa Al-quran hanya menyebutkan hukuman potong tangan
untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana tercantum dalam surat Al-

Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.

¥ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), 7-8



2. Hukuman potong tangan
Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana

tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38- 39:
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu)
sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka
sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (QS.5 (Al-Maidah): 38-39)

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis
ulama' madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan
kanan pencuri pada pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua
kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri
untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu
Hanifah, pencurian tersebut dikenai hukuman ‘fazir dan dipenjarakan,
sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad,
dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila

pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka dikenai hukuman

Ta'zir dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.’

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-249



Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mengambil
tiga dirham atau lebih serta tidak menerapkan hukuman seperti itu pada
pencopet atau pada orang yang merampas harta orang lain, karena pencuri
tidak mungkin dihindari( perbuatannya). Andaikata tidak ditetapkan hukuman
potong tangan bagi pencuri, niscaya pencurian akan merajalela dan manusia
akan saling mencuri satu sama lain. Berbeda dengan perampokan dan
pencopet, perampuk adalah orang yang mengambil hak orang lain secara
terang-terangan dihadapan khalayak, sehingga memungkinkan bagi orang-
orang yang meliahat kejadian itu untuk menangkapnya, lalu mengambalikan
harta yang di zhalimi atau menjadi saksi atas kejadian itu di depan mahkamah.
Sedangkan pencopet, sesungguhnya ia hanya dapat mengambil harta disaat
pemiliknya lengah, sehingga ada sedikit unsur kecerobohan dari sang pemilik
harta.

Adapun ketetapan untuk memotong tangan pencuri yang mencuri yang
mencuri barang senilai seperempat dinar, lalu menetapkan ganti rugi atas
terpotongnya sebuah tangan tangan tanpa senganja senilai lima ratus dinar,
juga termasuk diantara bukti-bukti keagungan maslahat dan hikmah yang
dikandung oleh syariat islam. Karena, dalam kedua hal itu syariat telah
memberi perhatian serius pada dua sisi yang berbeda. Dalam masalah
pencurian, tangan itu dinilai seperempat.dinar demi menjaga keamanan

harta.sementara dalam masalah diyat( ganti rugi atas terpotongnya tangan



seseorang tanpa sengaja), tangan itu dinilai lima ratus dinar, yakni demi
menjaga keamanan tangan.

Adapun  pengkhususan kadar ini(serempat dinar) batasan
dperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah, adanya suatu
kemestian untuk menetapkan kadar tertentu yang menjadi batasan
dilaksanakannya kewajiban untuk memotong tangan. Dan syariat tidak pernah
menetapkan hal yag seperti itu. Demikian pula hikmah ALLAH subhanahu wa
ta’ala dan rahmat serta kebaikannya sangat jauh dari hal-hal itu.'’

Menurut riwayat, sejumlah budak mencuri seekor unta betina,
menyembelihnya dan memakannya beramai-ramai. Ketika persoalan ini
disampaikan pada Umar, seketika ia memerintahkan agar dilakukan
pemotongan tangan terhadap mereka, tetapi setelah termenung sesaat ia
berkata pada pemilik budak-budak itu: “Kuduga, kamu pasti telah membuat
budak-budak ini kelaparan”. Karena itu, ia memerintahkan pemilik budak-
budak itu agar mengganti unta betina itu dengan dua kali harganya dan
mencabut perintah sebelumnya, yaitu pemotongan tangan terhadap
pencurinya.

Dalam kasus ini tampaknya Umar melanggar ayat Al-Qur’an yang
memerintahkan supaya memotong tangan pencuri. Tetapi bahwa Al-Qur’an

bungkam atas perincian penjatuhan hukuman potong tangan. Umar bin

1 Ibnu Taimiyah . Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah, ( Bandung: Pustaka Azzam,
1975.). 157-161



Khathab telah mengubah hukum yang gath’, yakni hukum potong tangan
DalAm hal ini Sunnah atau ra’y7 untuk memutuskan kapan pemotongan
tangan dilaksanakan atau tidak

Umar bin Khatab ra sama sekali tidak mengubah status hukum
potong tangan bagi pencuri. Tetapi, yang sebenarnya, penerapan hukum itu
sendiri harus memenuhi sejumlah syarat. Ada beberapa dalil untuk itu.
Pertama, hadis riwayat As-Sarkhasi dari Mahkul bahwa Nabi SAW telah
berkata: Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat
sangat.''

Pencurian yang tidak memenuhi unsur-unsur pencurian dapat dikenai
hukuman ta’zir, pengertian ta'zir ialah memberi pengajaran (A¢-7a'dib).
Tetapi untuk hukum Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri.
Syara' tidak menentukan macam- macamnya hukuman untuk tiap-tiap
jarimah taZzir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang
seringan-ringannya sampi kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim
diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai
dengan macam-macam jarimah faZzir serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi
hukuman-hukuman jarimah za’zirtidak mempunyai batas-batas tertentu.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada para

penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara

""" Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab, (Surabaya : Risalah
Gusti, 1999), 206



kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik- baiknya
terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara jarimah fazir yang
ditetapkan oleh para penguasa, ialah kalau jarimah ¢fazir pertama tetap
dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang
tidak dilarang kapan pun juga. Akan tetapi jarimah za’zir kedua bisa menjadi
perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat
menghendaki demikian. 2
Adapun bentuk dan macam-macam hukuman ¢a’zir adalah:
1. Hukuman Jilid
Hukuman Ji/id merupakan hukuman pokok dalam Syari'at Islam,
dimana untuk jarimah jarimah Audud sudah tertentu jumlahnya misalnya
seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk gadzaf untuk
jarimah jarimah za'zir tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah
jarimah zazir yang berbahaya, hukuman Ji/id lebih diutamakan. Adapun
sebab-sebab diutamakannya hukuman tersebut dikarenakan; Pertama,
lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang
biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. Kedua, hukuman jilid
mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana
hakim bisa memilih jumlah Ji/id yang terletak antara keduanya yang

lebih sesuai dengan keadaan pembuat. Ketiga, dari segi pembiayaan

12 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta : Bulan Bintang, 1976),9



pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula
menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan
terlantar, sebab hukuman ji/id bisa dilaksanakan seketika dan sesudah
itu pembuat bisa bebas. Keempat, dengan hukuman jilid pembuat
dapat terhindar dari akibat- akibat buruk penjara, seperti rusak akhlak
serta kesehatan dan membiasakan sikap mengaggur serta bermalas-
malasan."?

2. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari' at Islam, yaitu

(a) Hukuman Kawalan Terbatas

Batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari, sedang batas setinggi-

tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas

tertinggi, yaitu satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan

.. . 14
dalam jarimah zina.

(b) Hukuman kawalan tidak terbatas

Hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan

dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik untuk

pribadinya. 40 Orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah penjahat yang

berbahaya atau orang-orang yang berulang kali melakukan jarimah-jarimah yang

13 Ibid 306
Y 1bid.308



berbahaya, atau orang-orang yang tidak tegas dijatuhi hukuman-hukuman biasa,
yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan atau pencurian

3. Hukuman Ancaman (7ahdid), Teguran (tanbih) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman fazir, dengan syarat akan
membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Antara lain dengan ancaman akan
dijilid atau dipenjarakan atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, jika pembuat
mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan
keputusannya, kernudian menunda pelaksanaannya sarnpai waktu tertentu. Teguran
juga merupakan- hukuman ta'zir, kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut.
Hukuman tersebut pernah dijatuhkan oleh Rasulullah saw terhadap sahabat Abu
Zarr yang memaki- maki orang lain, kemudian dihinakan dengan menyebut-nyebut
ibunya. Dan teguran untuk Abdurrahman bin Auf yang juga memaki-maki seorang
hamba biasa. Hukuman peringatan (a/wa'dhu) juga ditetapkan dalam Syari'at Islam
dengan jalan memberi nasehat."

Ada hukuman yang lebih ringan daripada itu, yaitu disiarkannya nama
pembuat atau dihadapkannya ke muka pengadilan. Pada masa dahulu penyiaran din
pembuat diadakan dengan jalan memanggil-manggil namanya dipasar-pasar atau
ditempat tempat umum. Akan tetapi pada masa sekarang penyiaran tersebut
diadakan dengan jalan mengumumkan keputusan hakim di surat-surat kabar atau

ditempat- tempat umum.

S 1bid 315



5. Hukuman Pengucilan (a/ Hajru)

Di antara hukuman faZzir dalam Syari'at Islam ialah pengucilan sebagai
hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah:

Yang artinya "Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dan tempat mereka
".(QS. An Nisa' : 34).

Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga
orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik,
Mirarah bin Bai'ah dan Hilal bin Umayah. Mereka dikucilkan selama lima
puluh hari tanpa diajak bicara

4. Hukuman Denda (a/-Gharamah)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam Antara lain,
mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda

dengan dua kali lipat harga buah tersebut.'®

18 1pid,



BAB III
SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DALAM

PASAL 364 KUHP DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012

A. Tindak Pidana Pencurian ringan Dalam Pasal 364 KUHP

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan
dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima
tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.'

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari
pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-
unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. >
Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan
““Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP ke-4, begitu juga
perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga

barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus puluh lima rupiah,dikenai, karena

! Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet-, 2005, him. 128
2 Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006, him 41



pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak enam puluh rupiah”
Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP diatas, maka unsur-unsur dalam
pencurian ringan adalah:
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama(Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUP);
3. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat,
dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumabh;
5. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan apabila
harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
Pencurian ringan dalam bentuk pokok yang dimaksudkan adalah
pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 yang menyatakan : “Barangsiapa
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan
orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,
dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)
Berdasarkan rumusa pasal 362 KUHP diatas, maka unsur-unsur tindak
pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut:

1. Unsur Obyektif, yang meliputi:



a. Mengambil, menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil
ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak
pidana pencurian.’ Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran,
mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu
benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. * Perbuatan
mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah
kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar
kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud
adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan
hukum’, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang
tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang
itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk
pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang
tersebut sudah pindah tempat.°

b. Suatu barang atau benda, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga
mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362

KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda

*P.AF.La mintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: Sinar
Baru, 1989, Cet-1, him. 11.

“P.AF. Lamintang dan Djisman Samosir, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak
Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung: Tarseto, 1990, him. 50

® Ibid, him.12

°R. Sugandhi, K.U.H.P Dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, him. 376



bergerak dan berwujud, termasuk binatang.’ Dalam perkembangannya
pengertian “barang” atau“benda” tidak hanya terbatas pada benda atau
barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang
atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak
bergerak”.® Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan
tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang
dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan
akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan
sebagainya.’ Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi
obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan res nullus (barang yang

pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelictae.”’

. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini

mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah
barang atau benda yang ada pemiliknya,'' barang atau benda yang tidak
ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur
“yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini dapat diilustrasikan

dalam contoh sebagai berikut:

’R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komemntar-komentarnya Lengkap
Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250

8 Ibid

° Lamintang dan Djisman Samosir, op.cit. him. 84

4 A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku Il), Bandung: Citra Aditya Bakti,
Cet-5, 1989, him. 19.

u Tongat, op. cit., him 18-19



“Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda.
Sepeda tersebut kemudian disimpan dirumah A. ketika A sedang keluar
rumah, sepeda tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal
ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian,
sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah milknya sendiri”.

2. Unsur Subyektif, yang meliputi:

a. Dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku
untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah
dikemukakan, bahwa unsure kesengajaan dalam, rumusan tindak pidana
dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah
“dengan maksud”. Dengan demikian, unsure “dengan maksud” dalam
Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsure kesengajaan dalam tindak
pidana pencurian.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri.

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP
merupakan terjemahan dari kata zich toeeigenen. Istilah zich toeeigenen
sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memilki”.
Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah
“menguasai”’. Berkaitan dengan istilah zich toeeigenen ini, Prodjodikoro
berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat

sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan



dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari
perbuatan dari zich toeeigenen tersebut dapat bermacam-macam seperti
menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan
dan sering bahakan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan
barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu
dengan barang itu tanpa persetujuannya.

c. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki
tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa
barang yang diambilnya adalah milik orang lain."

Dalam bukunya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif
yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak
pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur- unsurnya terdiri dari unsur
lahir atau unsur obyektif, karena apa pun yang terjadi yang tampak adalah unsur
lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa,
“perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah
suatu kejadian dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat perbuatan
melawan hukumnya tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada
unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan
tindak pidana terletak pada “kelakuan” maka akibat yang terjadi dari perbuatan

menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian

2 Tongat, op. cit., him19-23



dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik
tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin atau yang
kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan
tindak pidana pencurian."

Beberapa unsur yang masih memerlukan penjelsan berkaitan dengan
penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 adalah:
a. Unsur “membongkar”.

Apa yang dimaksud dengan membongkar, pengertiannya tidak
diberikan oleh undang-undang. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan
“membongkar” akan dilihat berdasarkan doktrin hukum pidana. Menurut
Kartanegara, dengan istilah “membongkar” dimaksudkan adlah perbuatan
pengerusakan terhadap benda. Misalnya membuat lubang dinding tembok,
melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah
atau patah. Sementara itu menurut Koeswadji, “membongkar adalah setiap
perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu
barang atauan kesatuan buatan dari suatu barang.

b. Unsur “merusak’.

Sebagaimana pengertian “membongkar”, undang-undang juga tidak

memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan “merusak’.

Berkaitan dengan pengertian “merusak” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

B Suharto. R.M, Hukum Pidana Materiil, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, him.



Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian
“membongkar” yaitu sebagai perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda.
Hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan
relative lebih besar disbanding dengan“merusak”. Dengan demikian,
pengertian kedua istilah tersebut tetap saja bersifat relative. Penafsirannya
harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Penilaiannya sangat
tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi.
c. Unsur “memanjat”.

Sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-
kata, namun pengertiannya sudah cukup jelas. Memanjat merupakan istilah
yang sudah secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah“memanjat”dalam
Pasal 363 ayat (1) ke-5 ini pengertiannya sama dengan pengertian
“memanjat” dalam kehidupan sehari-hari. misalnya memanjat pohon,
memanjat tebing, dan sebagainya. Pengertian “memanjat” dalam ketentuan
Pasal 363 ayat (1) ke -5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP.
Berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP termasuk dalam pengertian
“memanjat” adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk
masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja
di gali, begitu juiga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai
batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP,

yang dengan istilah “memanjat” mengandung arti : memasuki rumah tidak



melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang
kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan
untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di
dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “menggangsir”’; memasuki
rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu
sebagai penutup.

d. Unsur “anak kunci palsu”

Pengertian “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100
KUHP, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala
alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci. Dengan demikian,
berdasarkan Pasal 100 KUHP, pengertian kunci palsu meliputi benda-benda
seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunkan untuk membuka slot
kunci. Dengan anak kunci palsu adalah juga termasuk sebuah anak kunci,
tetapi anak kunci mana bukan merupakan anak kunci yang biasanya
digunakan untuk membuka slot kunci tersebut.

e. Unsur “perintah palsu”

Di dalam undang-undang tidak ada penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan “perintah palsu”. Namun demikian, istilah“perintah palsu”
dapat dilihat di dalam yurisprudensi. Menurut yurisprudensi, perintah palsu
ini hanya berkaitan dengan “perintah palsu untuk memasuki rumah atau

tempat kediaman dan pekarangan orang lain”. Sementara itu oleh beberapa



pakar hukum, istilah perintah palsu ditafsirkan dengan berbagai batasan.
Moch. Anwar misalnya, menyatakan bahwa, perintah palsu yaitu suatu
perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli dan seakan-akan
dikeluarkan oleh yang berwenang membuatnya berdasarkan peraturan yang
syah. Senada dengan pendapat di atas, R. Soesilo, menyatakan, bahwa
perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah
yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya
bukan.
f. Unsur “pakaian jabatan (seragam) palsu’.

Yang dimaksud “seragam palsu” adalah seragam yang dipakai oelh
orang yang tidak berhak. Sebagai contoh misalnya, apabila ada orang yang
sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi (dengan

maksud) agar ia dapat diperkenankan masuk rumabh.

B. Tindak Pidana Pencurian ringan Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 .
Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yang pada intinya memerintahkan
kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364
KUHP pada khususnya dalam memproses sebauah kasus pencurian ringan, agar
kasus-kasus kecil seperti yang pernah dialami oleh Mbok Minah yang didakwa

dan dituntut serta dijatuhi hukuman pidana dengan pasal 362 KUHP tidak



terulang kembali dimasa yang akan datang. Karena pada umumunya masyarakat
menganggap sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan
ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 362
KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Penulis berpandangan bahwa langkah yang ditempuh oleh Mahkamah
Agung sangatlah positif, namun kita harus hati-hati dalam menyikapinya.
Penafsiran unsur dalam pasal 364 KUHP harus dipahami secara komprehensif
agar kita tidak tersesat pada penafsiran bahwa perbuatan pidana ringan hanya
dapat dilihat dari sisi nominal nilai barang yang dicuri. Ketentuan Pasal 364
KUHP menyatakan “perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363
No 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak
dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada
rumahnya, maka jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh
rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

Salah satu unsur yang terdapat pada pasal 364 KUHP tidak hanya sebatas
pada nilai nominal barang yang dicuri yakni tidak lebih dari seratus dua puluh
lima rupiah, yang dalam Perma sudah dilipatgandakan sepuluh ribu kali lipat
menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah, namun juga bahwa pencurian tersebut
asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang

tertutup yang ada rumahnya.



Ada dua hal yang membedakan antara pencurian biasa dan pencurian
ringan dalam KUHP dan Perma tersebut, yaitu:
1. Nilai Barang yang Dicuri
Hal utama yang membedakan antara Pasal 362 KUHP (Pencurian)
dengan Pasal 364 KUHP (Pencurian Ringan) terletak pada batasan nilai
(nominal) barang yang dicuri pelaku tindak pidana. Dalam ketentuan Pasal 364
KUHP dirumuskan suatu syarat untuk mengatakan bahwa suatu tindak pidana
adalah pencurian ringan yaitu dengan membatasi nilai barang yang dicuri tidak
lebih dari dua puluh lima rupiah sedangkan dalam Perma no 2 tahun 2012 di
lipatgandakan menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah. Ketentuan tersebut
berbeda dengan Pasal 362 KUHP yang tidak memberikan batasan nilai barang
yang dicuri oleh pelaku untuk bisa diterapkan pasal ini.
2. Ancaman Pidana
Perbedaan kedua adalah menyangkut pidana yang diancamkan bagi
pelaku tindak pidana tersebut. Pada ketentuan Pasal 362 KUHP, pembuat
undang-undang mencantumkan ancaman pidana penjara paling lama lima
tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah bagi setiap orang yang
melanggar ketentuan pasal tersebut. Sedangkan dalam Pasal 364 KUHP,
pidana yang diancamkan pada pelaku hanya pidana penjara paling lama tiga

bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.



Kedua perbedaan di atas memberikan konsekuensi hukum yang berbeda

bagi pelakunya, terutama hak yang dimiliki pelaku dalam proses peradilan pidana,

yang bisa kita analisis sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Konsekuensi pertama yang akan dialami oleh pelaku tindak pidana

adalah boleh/tidaknya pelaku ditahan oleh penegak hukum dalam proses

peradilan pidana. Kita dapat melihat syarat penahanan dalam Pasal

21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau

yang biasa disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yaitu:

a. Syarat Obyektif

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1)

2)

tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau
lebih;

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal
296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal
372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal
459, Pasal 480, da Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap
Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun
1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang
Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun
1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7),
Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang



Nomor 9 Tahu 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

b. Syarat Subyektif
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
mengulangi tindak pidana.

Syarat obyektif merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh
pelaku tindak pidana untuk dapat dilakukan penahanan oleh penegak hukum
dalam sistem peradilan pidana, sedangkan syarat subyektif bisa saya katakan
sebagai supporting circumstances yang mendukung syarat utama dalam
penahanan. Karenanya saya melihat bahwa penahanan harus, pertama kalinya,
memenuhi syarat obyektif kemudian apakah penegak hukum khawatir pelaku
akan melarikan diri dan lain-lain, itu adalah cuap-cuap yang bisa dikarang
kapanpun dengan kondisi apapun.

Jika kembali pada pembahasan mengenai tindak pidana pencurian
(Pasal 362 KUHP) dengan tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP),
implikasinya berpengaruh pada subyek penahanan. Ilustrasinya adalah jika
seseorang disangka melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP, karena ancaman

pidananya paling banyak lima tahun (dan memenuhi Pasal 21 ayat (4) huruf a



KUHAP), ia harus berhadapan dengan fakta, bahwa oleh hukum, ia diberikan
hak istimewa untuk dapat memperoleh status tahanan dari penegak hukum,
terlepas apakah keleluasaan itu digunakan atau tidak. Tetapi, jika yang
digunakan adalah Pasal 364 KUHP, pelaku tindak pidana, dalam keadaan
apapun, tidak akan bisa ditahan karena syarat obyektif yaitu ancaman pidana
minimal lima tahun penjara, tidak dapat dipenuhi, dan karenanya oleh hukum,
ia tidak akan bisa merasakan ‘nikmatnya’ menjadi seorang tahanan. Ini adalah
poin perbedaan yang sangat fundamental dari kedua pasal tersebut.

. Pengajuan Kasasi oleh Pelaku dan/atau Jaksa

Konsekuensi selanjutnya adalah diprosesnya suatu perkara dengan
menggunakan acara cepat. Jika suatu tindak pidana dikategorikan sebagai
tindak pidana ringan, perkara tersebut harus diproses dengan menggunakan
acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Pasal 205 KUHAP menyebutkan :

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah
perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama
tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2
Bagian ini.

2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa
penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan
selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli,
dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

3. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan
terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan,
terdakwa dapat minta banding.



Dari ketentuan di atas, kita bisa melihat bahwa pemeriksaan terhadap
tindak pidana ringan berbeda sama sekali dengan tindak pidana pada
umumnya. Dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai
dibuat, penyidik atas kuasa penuntut umum langsung dapat membawa
terdakwa ke sidang pengadilan dan diadili dengan menggunakan hakim
tunggal sehingga prosesnya akan berjalan dengan cepat. Hal ini yang akan
dikenakan pada pelaku tindak pidana pencurian ringan, yang untuk kesekian
kalinya, berbeda dengan pelaku pada tindak pidana pencurian dalam Pasal 362
KUHP.

Nominal yang ada di KUHP masih demikian adanya tanpa pernah
disesuaikan lagi sejak tahun 1960. Terakhir kali, DPR dan Pemerintah
memberikan perhatian serius (bukan sekedar omong kosong) adalah pada tahun
1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(PERPU) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan PERPU Nomor 18 Tahun 1960 tentang
Perubahan Jumlah Hukum Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan sebelum
Tanggal 17 Agustus 1945 (keduanya telah disahkan melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan

Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada



sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang). Berikut adalah

beberapa perubahan dalam kedua peraturan tersebut.

Pasal I PERPU Nomor 16 Tahun 1960 “Kata-kata “vijf en twintig
gulden” dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384, dan 407 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah™”

Pasal I PERPU Nomor 18 Tahun 1960
1. Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam KUHP

sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (L.N. 1960-1) maupun
dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum
tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, harus
dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas
kali.

2. Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda
dalam ketentuan-ketentuan yang telah dimasukkan dalam tindak pidana
ekonomi.

Dua PERPU ini mengubah ketentuan KUHP, yaitu:

1. Nilai “barang” dalam Pasal 364, 373, 379, 3984, dan 407 ayat (1) KUHP

diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah” yang berlaku demikian



adanya hingga detik ini (sebelum dikeluarkannya PERMA Nomor 02
Tahun 2012), dan

Pidana denda dalam KUHP dibaca dalam mata wuang rupiah
dilipatgandakan menjadi lima belas kali. Sehingga jika di KUHP tertulis
“denda paling banyak enam puluh rupiah” harus dikalikan lima belas

sehingga dibaca “denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.



BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA
PENCURIAN RINGAN DALAM FIFIH JINAYAH DENGAN

PASAL 364 KUHP DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan

Uraian pada sub bab di atas telah mendeskripsikan mengenai tindak
pidana pencurian menurut konsep sariqah dalam fikih jinayah dan menurut
kitab undang —undang hukum pidana pasal 364 beserta Perma nomor 2
tahun 2012.

Keterkaitan dengan masalah ini akan menunjukkan komparasi
(perbandingan) antara hukum pidana islam dengan hukum pidana di
Indonesia tentang batas-batas minimal suatu perbuatan dinggap sebagai
tindak pidana ringan dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

Komparasi ini dapat kita baca dalam tabel berikut :



Tabel: Tindak pidana pencurian ringan dalam fikih jinayah (tidak dikenakan
hukuman had/ potong tangan) dan KUHP pasal 364 dan Perma no 2 ahun 2012

Unsur-unsur

Pencurian yang di hukum

Pasal 364 KUHP dan Perma nomor 2

pencurian ta’zir (tidak dihukuman tahun 2012
Had)
Barang yang - nilai kurang dari ' Nilai krang dari 250 rupiah menurut
dicuri dinar (emas 1,62 gram) KUHP kemudian diganti dengan
- Barang haram meskipun Perma sebesar 2,5 juta
bernilai
Tidak  dilakukan di | - Tidak dilakukan dirumah
tempat tempat penyimpanannya | - Tidak dilakukan dalam pekarangan
melakukan
tertutup.
pencurian
Adanya  syubhat (harta | Tidak ada kreteria khusus tetapi
Hak milik
b bersama dan masih ada | pencuriang yang dilakukan oleh keluarga
arang

hubungan keluarga)

diatur oleh pasal tersendiri (pasal 367)

Sanksi pidana

Ta’zir dan denda dua kali
lipat terhadap harga barang

yang di curi tersebut

Dalam pasal 364 KUHP penjara paling
lama 3 bulan denda 900 rupiah dan
diperbarui dalam Perma nomor 2 tahun
2012 sebanyak 1000kali lipat yakni rp.
900.000

Sebab-sebab

Karena keterpaksaan

Tidak ada kreteria khusus

Tabel tersebut menggambarkan perbandingan antara konsep sarigah dalam

hukum pidana islam dengan hukum positif (KUHP) pasal 364 dan Perma nomor 2

tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian ringan beserta sanksinya.

1. Persamaan Hukum Pidana Islam dengan KUHP dan Perma No 2 tahun 2012.




a. Jika dilihat secara umum tentang konsep sariqah dalam hukum pidana islam
dengan hukum positif (KUHP) pasal 364 dan Perma nomor 2 tahun 2012,
keduanya memiliki konsep keadilan yang proposional, yakni membuat
klasifikasi dan kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta
hukuman yang berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, salah
satu klasifikasi yang digunakan adalah nilai barang yang dicuri, sehingga
kerugian yang dialami oleh orang yang dicuri barangnya dengan akibat
perbuatan yang dilakukan oleh pencuri benar-benar diperhatikan, dalam hal
ini supaya sipencuri dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan
hukumannya tidak melebihi batas.

b. Keduanya sama-sama memperhitungkannya penjagaan barang. Dalam Islam
Nabi Muhammad saw. menggugurkan hukum potong tangan dari pencuri
buah-buahan yang masih ada di pohonnya tapi beliau mewajibkan hukum ini
kepada orang yang mencurinya dari al-jarin. Menurut Abu Hanifah, hal itu
karena kekurangan hartanya akibat dari mempercepat kerusakan menimpa
harta itu, dan dia menjadikan hal ini sebagai dalil dalam semua kejadian yang
hartanya berkurang dengan mempercepat kerusakan menimpa harta itu. Tapi
pendapat mayoritas ulama lebih tepat karena beliau Shallallahu 'Alaihi
Wasallam menjadikan harta itu mempunyai tiga keadaan: (1) Keadaan yang
tidak ada apa-apa padanya, yaitu jika dia makan buah itu (di pohonnya)

langsung dengan mulutnya. (2) Keadaan yang dia harus diganti dua kali lipat



dan pencurinya dipukul tanpa memotong tangannya, yaitu jika dia
mengambil dan memetiknya dari pohon itu. (3) Keadaan yang tangannya
dipotong karenanya, yaitu jika dia mencurinya dari baidar (tempat
penyimpanan) nya, baik dia sudah kering sempurna maupun belum, karena
yang menjadi patokan adalah tempat dan penjagaan, bukan kering atau masih
basahnya dia. Ini ditunjukkan oleh perbuatan beliau r yang menggugurkan
hukum potong tangan dari orang yang mencuri kambing dari
pengembalaannya, dan beliau mewajibkan potong tangan kepada orang yang
mencurinya dari kandangnya, karena itu adalah tempat penjagaannya.
Sedangkan dalam KUHP dalam KUHP cara-yang dilakukan diatur secara
rinci, yakni tidak dilakukan didalam rumah dan dilakukan didalam
pekarangan yang tertutup, maka apabila dilakukan didalam rumah dan atau
didalam pekaranga tersebut dapat dikenai pasal yang lain semisal pencurian
dengan pemberatan.

c. Dilihat dari kepemilikan barang maka kedua memiliki pertimbangan yang
sama, didalam hukum pidana islam apabila barang tersebut merupakan
barang bersama antara sipencuri dan korban atau ada hubungan kerabat
semimal anak yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk
hukuman ringan, sedang dalam hukum positif (KUHP) diatur oleh pasal
tersendiri dengan kreteria —kreteria tertentu.

2. Perbedaan Hukum Pidana Islam dengan KUHP dan Perma No 2 tahun 2012.



Dalam hukum pidana islam apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur diatas
maka perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta’zir karena hukuman asal
pencurian adalah potong tangan dan apabila salah satu unsur perncurian tidak
terpenuhi maka tidak dapat dikenaka hukuman tersebut, sedang dalam KUHP
terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-unsur
tersebut menjadi syarat yang harus ada. Adapun perbedaan secara lebih jelas
adalah sebagai berikut :

a. Dilihat dari unsur barang yang dicuri perbedaanya adalah mengenai penilaian
terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukup pidana islam penentuan
barang yang dicuri adalah senilai 3 4 dinar (1,62 gram emas) apabila
dirupiahkan dengan asumsi harga emas 425.000/ gram maka senilai Rp. 668.
500 sedangkan KUHP dan Perma senilai Rp.2.500.000, pemahaman barang
yang bernilai menurut hukum pidna islam adalah bukan barang yang
diharamkan oleh agama semisal pencurian anjing, babi, minuman keras, dll.
meskipun nilainya mahal atau lebih dari nisab yang ditentukan, sedangkan
dalam KUHP dan Perma tidak demikian.

b. Dilihat dari aspek korban dalam hukum pidana islam memberikan konpensasi
atas barang yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan dalam
hukum positif (KUHP) dan Perma tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk
mengganti barang yang dicuri, sedangkan dilihat dari hukumannya didalam

hukum pidana islam hukuman tersebut termasuk kategorisasi ta’zir yang



menjadi kewenangan pengusa (Ulil Amri) sedangkan hukum positif (KUHP
dan Perma) diatur secara rinci bentuk hukumannya yakni kurungan maksimal
3 bulan.

Dilihat dari aspek sebab-sebab melakukan kejahatan, dalam hukum pidana
islam unsur-unsur sebab dilakukannya suatu kejahatan menjadi salah satu
pertimbangan terhadap hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku,
apabila perbuatan pencurian tersebut dilvkukan karena keterpaksaan maka
hukuman pun menjadi diperingan sedangkan KUHP dan Perma tidak
menjadi salah satu rumusan unsur-unsur dalam norma hukumnya sebab dalam
hukum positif unsur tersebut tetap dijerat dengan pasal yang dikenakan dan
hanya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan berat atau ringan
hukumannya. Contohnya hukuman asal pencurian dalam hukum pidana islam
adalah potong tangan maka apabila pencurian dilakukan karena keterpaksaan
maka dikenai hukuman ta’zir, sedangkan dalam KHUP adalah penjara 5
tahun maka hakim dapat mempertimbangkan dengan mengurangi

hukumannya.

B. Analisis Kelebihan dan Kelemahan

1.

Kelebihan dan Kelemahan Hukum Pidana Islam
a. Kelebihan dari hukum pidana islam adalah terletak pada ketegasan

dalam memandang hukuman bagi si pelaku, terkait dengan pencurian



dalam hukum pidana islam, hukuman atas perbuatan mencuri adalah had
(potong tangan dan mengganti barang) dan hukuman ta’zir karena unsur-
unsur hukuman potong tangan tidak terpenuhi. Disatu sisi hukuman yang
sangat berat bagi pelaku yakni potong tangan membuat sipelaku tidak
dapat melakukan perbuatan (mencuri) lebih parah untuk keduakali
dikarenakan tangan sudah terpotong, dan menjaga keamanan masyarakat
dengan memberikan peringatan dan pembelajaran dengan hukuman yang
berat tersebut supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut,
disisi yang lain hukuman ta’zir dapat dikenakan apabila salah satu unsur
pencurian tidak terpenuhi guna menjaga hak pelaku dalam hal keadilan
atas hukuman yang diberikan sesuai atau tidak lebih berat atas perbuatan
yang dilakukan, sedangkan untuk korban mempunyai hak untuk
dikembalikan barang yang telah dicuri dengan ketentuan dua kali lipat
dari nilai barang yang dicuri.

Hampir tidak ada kelemahan dalam rumusan aturan terkait hukuman
pencurian dalam hukum pidana islam, dalam hal hukuman ta’zir tidak
ada hukuman yang pasti agar hakim/ qodhi dapat menjatuhkan hukuman
yang seadil-adilnya dengan menimbang situasi dan kondisi pelaku,
karena itu hakim dituntut cerdas, cermat dan hampir mendekati
sempurna (perfeck), selain itu keputusan hakim bersifat mutlak (hakim

sentris) tentunya dapat menjadi bomerang karena manusia dengan



kreteria seperti itu sangat langka maka diperlukan aturan-aturan yang
lebih rinci sebagai pedoman atau rujukan bagi hakim, dan keputusan
yang diambil oleh hakim dapat di pantau oleh masyarakat untuk

mengantisipasi kekhilafan yang dilakukan oleh hakim.

2. Kelemahan dan kelebihan KUHP Pasal 364 dan Perma nomor 2 tahun 2012

a.

Kelemahan ari KUHP pasal 364 berkaitan dengan penerapan unsur-
unsur tindak pidana ringan ini ada unsur yang terasa janggal, yaitu unsur
sebagaimana tersebut dalam poin ¢ apabila sesorang mencuri dengan cara
membongkar, merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci
palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang berkontradiksi dengan
unsur yang lain yaitu tidak dilakukan didalam rumah dan di pekarangan
yang tertutup, hal ini membutuhkan rumusan yang lebih jelas lagi. Dari
aspek korban apabila barang yang dicuri telah rusak atau hilang sebagian
tidak ada jaminan untuk diganti sehingga dapat dikatakan bahwa
sikorban tetap dirugikanan sehingga menyebabkan kurangnya

mempertimbangkan keadilan bagi korban.

. Kelebihan dari KUHP dan Perma

Dalam KUHP ada kategorisasi tentang tindak pidana pencurian sehingga
terjaminnya kepastian hukum, permasalahan yang ditimbulkan akibat
batas minimal pencurian ringan dalam KUHP yang ketinggalan zaman

yakni 250 rupiah dapat di cover dengan adanya perma nomor 2 tahun



2012 yang diganti menjadi 2.500.000 rupiah merupakan terobosan yang
maju bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, kelebihan dari
Perma ttersebut adalah mampu menjawab kebutuhan rasa keadilan
masyarakat yang ditimbulkan oleh kasus-kasus yang belakangan terjadi
di Indonesia, selain itu juga dapat mengefektitkan lembaga peradilan
dengan adanya acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh hakim
tunggal mengingat hukumannya yang relatif singkat yakni 3 bulan

penjara.
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BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

bahwa:

1.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas dapat penulis simpulkan

Persamaan tentang konsep sariqah dalam hukum pidana Islam dengan hukum
positif (KUHP) pasal 364 dan PERMA nomor 2 tahun 2012, keduanya
memiliki konsep keadilan yang proposional, yakni membuat klasifikasi dan
kategori tentang perbuatan pencurian yang dilakukan beserta hukuman yang
berbeda-beda sesuai klasifikasi yang telah ditentukan, keduanya juga sama-
sama memperhitungkannya penjagaan barang. Sedangkan dalam KUHP cara-
yang dilakukan diatur secara rinci, yakni tidak dilakukan di dalam rumah dan
dilakukan didalam pekarangan yang tertutup, maka apabila dilakukan
didalam rumah dan atau didalam pekaranga tersebut dapat dikenai pasal yang
lainnya semisal pasal 365 tentang pencurian dengan pemberatan. Dilihat dari
kepemilikan barang maka kedua memiliki pertimbangan yang sama. Di
dalam hukum pidana Islam apabila barang tersebut merupakan barang
bersama antara sipencuri dan korban atau ada hubungan kerabat semisal anak
yang mencuri harta ayahnya maka dianggap pencurian bentuk hukuman
ringan, sedang dalam hukum positif (KUHP) diatur oleh pasal tersendiri

dengan kreteria —kreteria tertentu.
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Perbedaan tentang konsep sarigah dalam hukum pidana Islam dengan hukum
positif (KUHP) pasal 364 dan PERMA nomor 2 tahun 2012 Dalam hukum
pidana islam apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur diatas maka
perbuatannya dapat dikenakan hukuman ta’zir karena hukuman asal
pencurian adalah potong tangan dan apabila salah satu unsur pencurian tidak
terpenuhi maka tidak dapat dikenaka hukuman tersebut, sedang dalam KUHP
terklasifikasi lebih detail dalam bentuk rumusan pasal-pasal, maka unsur-
unsur tersebut menjadi syarat yang harus ada. (a) perbedaan mengenai
penilaian terhadap barang yang dicuri, dalam konsep hukup pidana Islam
penentuan barang yang dicuri adalah senilai 4 dinar (1,62 gram emas)
apabila dirupiahkan dengan asumsi harga emas 425.000/ gram maka senilai
Rp. 668. 500 sedangkan KUHP senilai Rp. 250 dan PERMA senilai
Rp.2.500.000, pemahaman barang yang bernilai menurut hukum pidana Islam
adalah bukan barang yang diharamkan oleh agama meskipun nilainya mahal
atau lebih dari nisab yang ditentukan, sedangkan dalam KUHP dan Perma
tidak demikian.(b) hukum pidana islam memberikan konpensasi atas barang
yang dicuri untuk dikembalikan dua kali lipat sedangkan dalam hukum
positif (KUHP) dan PERMA tidak ada kewajiban bagi pencuri untuk
mengganti barang yang dicuri, sedangkan dilihat dari hukumannya didalam
hukum pidana Islam hukuman tersebut termasuk kategorisasi ta’zir yang

menjadi kewenangan pengusa (Ulil Amri) sedangkan hukum positif (KUHP
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dan PERMA) diatur secara rinci bentuk hukumannya yakni kurungan
maksimal 3 bulan. (c) dalam hukum pidana islam unsur-unsur sebab
dilakukannya suatu kejahatan menjadi salah satu pertimbangan terhadap
hukuman atau penjatuhan sanksi kepada pelaku, apabila perbuatan pencurian
tersebut dilakukan karena keterpaksaan maka hukuman pun menjadi
diperingan sedangkan KUHP dan Perma tidak menjadi salah satu rumusan
unsur-unsur dalam norma hukumnya sebab dalam hukum positif unsur
tersebut tetap dijerat dengan pasal yang dikenakan dan hanya menjadi
pertimbangan hakim dalam memutuskan berat atau ringan hukumannya

sesuai dengan pasal tersebut.

B. Saran — saran

1. Sebaiknya PERMA nomor 2 tahun 2012 segera di bentuk menjadi undang-
undang sehingga menggantikan pasal 364 KUHP tentang batas minimal Rp
250 menjadi Rp 2.500.000

2. Sebaiknya adanya perubahan dalam KUHP pasal 364, rumusan dalam pasal
tersebut yang menunjuk ke pasal 365 ke-5 yakni pencurian yang dilakukan
dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah
palsu atau seragam palsu, dihapus karena bertentangan dengan unsur yang

lainnya yakni tidak dilakukan didalam rumah dan dipekarangan yang tertutup
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